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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian ini yang berjudul

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Implementasi Peraturan

Daerah Nomor 1 tahun 2006 tentang Negeri di Kabupaten Maluku Tengah,

maka tiga hal yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap implementasi

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri di kabupaten

Maluku Tengah belum dilaksanakan dengan baik dalam melaksanakan

fungsi pengawasannya karena tidak adanya suatu mekanisme pengawasan

yang dibuat berdasarkan standar manajemen. Pengawasan penting

dilakukan karena pengawasan merupakan bagian yang terpenting dalam

menilai suatu kebijakan yang dijalankan.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh anggota DPRD

Kabupaten Maluku Tengah yaitu berkaitan dengan wilayah Kabupaten

Maluku Tengah yang merupakan daerah kepulauan sehingga mempersulit

akses transportasi dan rentang kendali yang cukup jauh antar wilayah.

Faktor lainnya berkaitan dengan standar manajemen pengawasan yang

menjadi pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan secara eksplisit tidak

diatur dengan jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

sehingga pengawasan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Maluku
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Tengah terhadap implementasi Perda Negeri menjadi tidak dilakukan

dengan suatu rencana/program yang baik.

3. Upaya anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam mengatasi faktor

penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan implementasi Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri dengan rentang kendali antar

wilayah yang jauh dan akses transportasi yang sulit karena karakteristik

Kabupaten Maluku Tengah yang berupa wilayah kepulawan, sehingga

pengawasan secara langsug ke negeri-negeri adat sulit dilakukan. Untuk

mengatasi hal tersebut, DPRD Kabupaten Maluku Tengah Mengambil

kebijakan dengan mengutamakan masukan dari masyarakat secara tertulis

dan lisan, sehingga pengawasan atas pelaksanaan Perda Negeri bisa tetap

dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengawasan Dewan Perwakilan

Rakyat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2006 tentang

Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, maka saran yang diberikan yaitu :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD perlu ditingkatkan

dengan menyusun mekanisme pengawasan yang berdasar pada manajemen

perencanaan dengan melibatkan bantuan tim ahli manajemen yang

profesional, sehingga fungsi pengawasan terhadap implementasi peraturan

daerah nomor 1 tahun 2006 tentang Negeri bisa benar-benar dilakukan

dengan perencanaan yang baik. Perlunya menjalin kerjasama yang kuat
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dan permanen dengan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam

masyarakat negeri, yaitu Majelis Latupati untuk bersama-sama

mengkonsepkan kebijakan dan mengkaji permasalahan yang dihadapi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di kabupaten Maluku

Tengah yang lebih baik.

2. Anggota DPRD diharapkan menjalin kerjasama dengan Majelis Latupati

sebagai wadah tertinggi masyarakat adat, untuk meminta laporan atas

masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda Negeri, sehingga

tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Perda Negeri bisa disikapi

dengan baik, dengan mengutamakan pendekatan secara langsung di

negeri-negeri adat. Pola pengawasan secara langsung lebih baik dilakukan

dibandingkan menunggu masukan, sebab masalah yang dihadapi akan

lebih cepat dan tepat diidentifikasi dengan pendekatan langsung.

3. Anggota DPRD diharapkan merangkul tim ahli manajemen yang

kompeten, Majelis Latupati, serta Pemerintah Daerah untuk turut serta

memberi pemecahan masalah-masalah pelaksanaan teknis pengawasan

terhadap implementasi Perda Negeri serta mengupayakan suatu forum

diskusi setiap tahunnya secara berkala untuk mengkaji dan mendengarkan

laporan pelaksanaan Perda negeri, dan masalah yang dihadapi sehingga

bisa dirumuskan kebijakan yang tepat dalam mengupayakan pelaksanaan

fungsi pengawasan DPRD dengan baik terkait dengan implementasi Perda

Negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Sebagai acuan dalam menjalankan
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fungsi pengawasan, anggota DPRD diharapkan mengatur tata cara

pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dalam Tata Tertib DPRD yang

dibuat, sehingg dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi

Perda anggota DPRD memiliki suatu mekanisme yang sesuai standar

manajemen.
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